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Pengantar

Hasil pilkada bukan hanya ketika penetapan calon terpilih, tetapi
perlu diamati dari satu demi satu tahapan. Ada dinamika yang
sublim. Kontestasi yang hendak dimenangkan, dan aturan yang
harus ditegakkan oleh Bawaslu.

Dinamika ini berujung kepada rekomendasi, sidang, dan
bahkan Mahkamah Konstitusi. Fakta dan argumentasi saling
dilontarkan demi kepastian dan keadilan. Dinamika inilah yang
berusahadicatatdalambuletinini.

Dalam pilkada yang telah usai, kita perlu mengevaluasi yang
kurang, mempertahankan yang baik dan mengapresiasi yang
kreatif. Gelaran ini memang harus mewujudkan daulat rakyat dan
hukum untuk pemerintahanyangkuat.

Buletin ini akan hadir dengan wajah baru. Narasi yang sedikit,
tampilan grafis yang cukup banyak dan disertai gambar animasi. Ini

upayaBawaslulebih dekat pada publik. Selamat menikmati.
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memperjualbelikannya

tanpa izin tertulis dari

Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
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Pilkada 2020 telah berlaly,
tetapi jejak rangkaian peristiwa
yang mewarnai pelaksanaan
pilkada serentak tahun lalu
ditengah masa pandemi
meinggalkan catatan-catatan
menarik untuk dieksplorasi dan
disajikan.

Masyarakat berhak tahu
tentang informasi hasil
pengawasan pilkada serentak
terutama 19 kabupaten/kota se
JawaTimur.
Dinamika
helatan Pilkada

=
/N
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ditengah pandemi Covid-19
menjadi pembeda di
penyelenggaraan pilkada tahun
sebelumnya.

Sebuah sajian data yang
informatif, feasible, akurat akan
banyak membantu khalayak untuk
direspon dalam berbagai macam
kegiatan. Misalnya demi
kepentingan riset bagi kalangan
akademik dan data utuh bagi
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Mengawasi dengan riang-

gembira. Slogan ini populer di

kalangan sahabat Bawaslu
Jawa Timur. Tapi Anggota
Bawaslu yang benar-benar
bisa melaksanakannya
mungkin hanya Cak
Yaqub—sapaan akrab
padanya Maka, melaluj
tulisan ini kirim doa terbaik
untuk CakYaq

Obituari Anggota Bawasl

Sosok J
Telah Peg




Mengawasi dengan riang-
gembira. Slogan ini populer di
kalangan sahabat Bawaslu Jawa
Timur. Tapi Anggota Bawaslu
yang benar-benar bisa
melaksanakannya mungkin
hanya Cak Yaqub—sapaan akrab
padanya.Bagaimana tidak, pada
saat simulasi pemungutan suara
dalam rapat koordinasi (rapat
koordinasi) Bawaslu
kabupaten/kota se-Jawa Timur
tahun 2019 lalu, Cak Yaqub
memerankan pemilih disabilitas.
Dengan langkah tertatih-tatih
serta dibantu oleh komisioner

lain, Cak Yaqub berjalan menuju

lokasi pemungutan suara.

Sontak, seluruh peserta rakor

tertawa terbahak-bahak. Suasana
serius berubah menjadi suasana
yangriangdangembira.

Selain mahir memerankan
sosok pemilih yang menyandang
disabilitas, Cak Yaqub juga
memiliki suara yang menghibur
karena didukung rasa percaya diri
yang tinggi. Meski dengan modal
suara yang sekadarnya, Cak
Yaqub tidak sungkan untuk
bernyanyi menghibur sahabat
Bawaslu saat jeda istirahat rapat.
Paling berkesan pada saat
mengikuti kegiatan di Mojokerto,
angin malam yang dingin menjadi
sedikit hangat dengan lantunan
suara Cak Yaqub. Walau tidak

mampu menyamaisuara

BAWASLU

Yus Yunus, tapi cukup
menghibur.

Pagi hari, jika waktu sarapan
telah tiba, celana kolor yang
tidak begitu baru hampir selalu
menjadi ciri khasnya. Mungkin,
Cak Yaqub terinspirasi Angela
Merkel, Kanselir Jerman yang
hebat itu. Kalau ingin selalu
tampil modis sebaiknya jangan
jadi pejabat, jadi model sampul
majalahsaja.

Jauh sebelum kepergiannya,
kami duduk bersebalahan di
lorong hotel saat menunggu
giliran uji kepatutan dan
kelayakan (fitand proper test) di
salah satu hotel, Cak Yaqub
mengucapkan satu rangkaian
kalimatyanglebih mirip azimat.
“...jJangan sungkan untuk minta
tolong,” pesannya.

Maka, melalui tulisan ini kirim
doa terbaik untuk Cak Yaqub.
Tuhan selalu punya cara yang
indah untuk mencintai ciptaan-
Nya. Cinta kita pada sosok Cak
Yaqub tak bisa mengalahkan
cinta-Nya. Selamat jalan,

sugengtindak Cak.




Yang Terpilih dari

Kontestasi Pilkada 2020

Tuntas sudah tahapan
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
serentak di Jawa Timurtahun 2020.
Pascadigelar pada 9 Desember
2020 lalu pada 19 Kabupaten/Kota,
KPU sudah menetapkan pasangan
terpilih yang berhak pemimpin
hingga 2024 mendatang.
Sebanyak 16 pasang pemenang
ditetapkan langsung, sedangkan
sisanya harus melewati
Perselisihan Hasil Pilkada di
Mahkamah Konstitusi (MK).

Dua kabupaten dengan calon
tunggal yakni Kediri dan Ngawi
melenggang mulus menjadi Bupati
dan Wakil Bupati. Mereka adalah
Hanindhito Himawan Pramana
dengan pasangannya Dewi Maria
Ulfa yang memenangi Pilkada
Kediri 2020 melawan kotak

kosong. Sedangkan diNgawi, Ony

Anwar Harsono-Dwi Rianto
Jatmiko juga terpilih menjadi
Bupati danWakil Bupati.

Ujung barat Jawa Timur,
tepatnya di Kabupaten Pacitan,
pasangan Indrata Nur Bayuaji
berpasangan dengan Gagarin
berhasil mengalahkan paslon
H.Yudi Sumbago - H. Isyah Ansori.
Pilkada di Jatim yang banyak
menyita perhatian yakni Kota
Pasuruan dimenangi mantan Wakil
Gubernur Provinsi Jatim Saifullah
Yusuf. Kali ini berpasangan dengan
Adi Wibowo mengalahkan
petahana dengan paslon Raharto
Teno Prasetyo-Mochammad
Hasjim Asjari.

Calon yang merupakan
petahana sebelumnya juga
berhasil melanjutkan periode

kepemimpinannya. Petahana

BupatiTrenggalek, Mochamad Nur
Arifin dan wakilnya Syah
Mohammad Nata Negara menang
atas Alfan Rianto - Zaenal Fanani.
Paslon H. Sanusi-H. Didik Gatot
Subroto juga Berjaya di Kabupaten
Malang. Mantan wakil Bupati
Achmad Fauzi juga berhasil
promosi jadi Bupati yang kini
berpasangan dengan Dewi
Khalifah. Pasangan incumbent
Kota Blitar Santoso-Tjutjuk
Sunaryo juga sukses memenangi
Pilkada 2020.

Beberapa petahana terlihat
juga harus mengakui pesaingnya.
Sebut saja Ponorogo. Pasangan
Sugiri Sancoko-Lisdyarita menjadi
pemenang atas Ipong Muchlissoni-
Bambang Tri Wahono. Kabupaten
Blitar, paslon Rini Syarifah-Rahmat

Santoso mengunggulipetahana



Rijanto-Marhaenis Urip Widodo.

Petahana Kabupaten Jember, dr.
Faida dan wakilnya Dwi Arya
Nugraha Oktavianto juga harus
mengakui keunggulan paslon
Hendy Siswanto-Muh. Balya
FirjaunBarlaman.

Sementara itu di ujung
timur pulau Jawa dimenangi
Bupati perempuan. Pasangan
Ipuk Fiestiandani-Sugirah
Pilkada
Banyuwangi. Di Situbondo

memenangi

dimenangi pasangan Karna
Suswandi-Khoirani. Figur baru
yang berhasil terpilih dalam
Pilkada serentak 2020 di Jatim
diantaranya paslon Ahmad
MuhdlorAli-SubandidiSidoarjo,
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Paslon lkfina Fahmawati-M
Albarra (Kabupaten Mojokerto)
dan Aditya Halindra Faridzky-
Riyadi (Tuban). Sementara itu
pasangan Fandi Ahmad Yani
berpasangan dengan Aminatun
Habibah menjadi pemenang
pilkada Gresik.

Pemenang Pilkada yang
harus melewati Perselisihan Hasil
Pilkada (PHP) di MK yakni Paslon
Yuhronur Efendi-Abdul Rouf
untuk wilayah Lamongan.
Sedangkan di Kota Surabaya,
Paslon, Eri Cahyadi dan Armudji
dinyatakan sebagai pemenang.
Satu lagi yang ditentukan melalui
MK yakniBupati Banyuwangi.

ParapemenangPilkada

serentak 2020 tersebut memang
dirasa berbeda. Pasalnya
perjuangan mereka dilaksanakan
saat panemi Covid-19 melanda.
Kampanye dan sederet reniknya
diwajibkan menggunakan
protokol kesehatan. Para
penyelenggara juga harus
berjuang keras tidak menjadikan
Pilkada wadah baru penyebaran
Covid-1g.

Beruntung partisipasi di
Jatim di angka 71 persen.
Menunjukan dukungan
masyarakat pada pemimpin
terpilih juga bagus. Kini tinggal
menunjukan bhakti bagi
daerahnya. Sampai berjumpa
kembalidiPilkada serentak 2024.



Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP),
Adu Dalil dan Bukti

Tok, tok, tok. Ketukan palu
sebanyak tiga kali oleh Hakim
Konstitusi Arief Hidayat
memecah keheningan ruang
sidang panel 3 Mahkamah
Konstitusi Selasa (26/1/2021).
Dalam sidang pendahuluan
Perselisihan Hasil Pilkada (PHP)
terdapat 3 daerah di Jawa Timur
yang berperkara di Mahkamah
Konstitusi. Yakni Kabupaten
Banyuwangi, Kota Surabaya
danKabupatenLamongan.

Latar permohonan dari tiga
daerah ini berbeda. Kabupaten
Banyuwangi misalnya, dalam
permohonan PHP yang
teregistrasi dengan nomor
87/PHP.BUP-XIX/2021,
keikutsertaan Ipuk Fiestiandani

AzwarAnasyang merupakan

istri dari Bupati setempat
menimbulkan dugaan
pelanggaran yang terstrutur,
sistematis dan massif.

Ahmad Irawan selaku kuasa
hukum dari Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Nomor
Urut 1 Yusuf Widyatmoko dan
Muhammad Riza Azizy dalam
sidang pendahuluan MK,
mendeksripsikan hasil
rekapitulasi suaranya 398.113
suara, sementara Ipuk
Fiestiandani Azwar Anas dan
Sugirah adalah 438.847 suara.
Maka, sambung Ahmad,
terdapat selisih perbedaan
suara mencapai 4,86%. Selisih
suara ini dianggap ada
kecuarangan yang terstruktur,

sistematis dan masif.

Sementara Kota Surabaya yang

perkaranya diregistrasi MK
dengan nomor 88/PHP.KOT-
XIX[2021 dan
Paslon atas nama Machfud

diajukan oleh

Arifin dan Mujiaman
mendalilkan adanya selisih
perolehan suara yang
disebabkan adanya kecurangan
yangdilakukansecara
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terstruktur, sistematis dan masif
di seluruh wilayah Kota Surabaya
oleh paslon 1, Eri Cahyadi dan
Armudji.

Menurut Pemohon,

perolehan suara ini harus

dinyatakantidak sah karena

dicapai dengan cara
inkonstitusional. Kinerja Bawaslu
Kota Surabaya dan Sentra
Penegakan Hukum Terpadu
dalam menegakkan hukum
pemilu tidak dilakukan secara
baik sehingga merugikan
Pemohon. Belum lagi mobilisasi
Aparatur Sipil Negara (ASN)
untuk tidak netral juga turut
menodai praktik berdemokrasi di
Surabaya. Untuk itu, Pemohon
meminta Mahkamah untuk
membatalkan hasil
penghitungan suara yang
dilakukan oleh KPU Kota

Surabaya.

Beda lagi dengan
Kabupaten Lamongan, perkara
Nomor 105/PHP.BUP-XIX/2021
yang diajukan oleh Paslon nomor
urut1 Suhandoyo-Astiti Suwarni.
Pemohon memohon kepada
Mahkamah Konstitusi untuk

membatalkan Keputusan KPU

Kabupaten Lamongan
Nomor 12725/HK.03.1-
Kpt/3524/KPU-Kab/XlIl/2020
pilkadaLamongan.

Pemohon mendalilkan
adanya pelanggaran tata cara
pendistribusian jumlah surat
suara ke TPS-TPS yang
bertentangan dengan PKPU
18/2020, pelanggaran tata cara
pembetulan (koreksi) oleh KPPS
pada saat pelaksanaan tahap
pungut hitung, pelanggaran tata
cara kesalahan penjumlahan oleh
KPPS pada saat pelaksanaan
tahap pungut hitung,
pelanggaran pembukaan kotak

suara, pelanggaran tata cara
pelaksanaan rapat pleno
rekapitulasi hasil pemilihan
tingkat kecamatan, pelanggaran
dugaan keterlibatan ASN, camat
dan kepala desa tertentu yang
bersifat terstruktur, sistematis

dan masif.

Semua Perkara PHP Jatim
Selesai di Putusan Sela

Persidangan kedua menjadi
persidangan terberat karena
Bawaslu akan membacakan
keterangan tertulisnya. Bawaslu
Kabupaten Lamongan misalnya,
menyiapkan sedikitnya 2.500 an
alat bukti untuk menjawab
seluruh dalil pemohon yang
kemdian dijadikan 16 daftar
bukti.

“Keterangan tertulis kami
dalam prosesnya dipadatkan
beberapa kali, mulai dariawal 500
an lembar menjadi 250 an lembar,

sementara alat buktiyang kami



siapkan ada 2.500 an alat bukti
dan secara fisik jika dikumpulkan
menjadi 20 kontainer box,”
ungkap Ketua Bawaslu
KabupatenLamongan, Soebadar.

Sementara Bawaslu
Kabupaten Banyuwangi, pihak
pemohon menyampaikan 28
bukti pokok permohonannya.
Sementara pihak termohon
menyiapkan 18 alat bukti, pihak
terkait 18 alat bukti dan Bawaslu
Banyuwangi menyiapkan 61 alat
bukti untuk memperkuat
keterangannya.

Untuk Kota Surabaya,
Pemohon menyiapkan 26 alat
bukti, Termohon 38 alat bukti,
Pihak terkait 100 alat bukti dan
Bawaslu Kota Surabaya 25 alat
bukti. Setelah mendengarkan
dan memeriksa jawaban KPU
selaku termohon, keterangan
Bawaslu, keterangan pihak
terkait, dan pengesahan alat
bukti dalam sidang pemeriksaan
(02/02/2021), MK akhirnya
memutuskan seluruh perkara
pilkada diJatim diputus tidak bisa
dilanjutkan dalam sidang
pembuktian dan harus berhenti di
Putusan sela MK tertanggal 15
Februari 2021 untuk Banyuwangi
dan Kota Surabaya, dan tanggal

17 Februari2021untuk Kabupaten

Resume Penyelamat

Ada kisah di balik proses
persiapan PHP di MK.
Pendampingan yang dilakukan
oleh Bawaslu Rl dan Provinsi.
setidaknya 4 sampai 6 kali
bimbinganteknis.

“Kami didampingi dan
support penuh, baik dari Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu RI. Itulah
yang membuat kami tetap
bersemangat hingga putusansela
kemarin dibacakan,” jelas
Soebadar.

Bahkan, menurut Ketua
Bawaslu Lamongan ini,
pendampingan yang dilakukan
hingga persoalan yang
sebelumnya tidak pernah
terpikirkan. Salah satunya saat ia

dilatih simulasi dalam sidang PHP
di Kabupaten Gresik akhir

Desember2020lalu.

Tidak hanya gestur tubuh di
hadapan mahkamah yang
disiapkan, intonasi suara saat
menyampaikan keterangan
tertulis ternyata merupakan hal
penting yang harus dikuasai.
“Satu lagi yang tidak akan saya
lupakan, selain senyum ramah
para mentor dilantai 4 gedung
Bawaslu RI, yakni ide Koordiv
Hukum Bawaslu provinsi Jawa
Timur membuat resume
keterangan tertulis, terbukti
menyelamatkan kami saat
berada dalam suasana sidang.
Betapa kami sangat bisa percaya

diri, membacakan resume




DI BAWAH MENDUNG HITAM,

PEREMPUAN PENGAWAS SE-BLITAR IKRARKAN TUGAS

Awan hitam menggelayut
pada Kamis (26/11/2020) di
kawasan Lapangan Kenanga,
Kelurahan Beru, Kabupaten
Blitar tidak menyurutkan
semangat puluhan Srikandi
Pengawas dari jajaran Panwaslu
Kecamatan dan Pengawas
Desa/Kelurahan se-Kabupaten
Blitar. Mereka semangat
mengikuti Apel dan Deklarasi
Perempuan Pengawas Pilkada
2020 demi meneguhkan
komitmen untuk melaksanakan
tugasdan kewajiban.

Apel dimulai tepat pukul
14.00 dengan Inspektur Apel

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar

Abdul Hakam Sholahuddin.
Pasukan disiapkan oleh
KomandanApel, Siti Mualifah,.
“Apel ini meneguhkan
komitmen Bawaslu tentang
bagaimana eksistensi
perempuan bisa melaksanakan
tugas dan kewajibannya sebagai
pengawas pemilihan dalam
Pilkada 2020,"” kata Hakam.
Selama apel berlangsung,
giat berlangsung khidmat.
Hujan seolah enggan
mengguyur sampai deklarasi
yang dibacakan Koordinator
Divisi Organisasi dan Sumber
Daya Manusia Bawaslu
Kabupaten Blitar Nur Ida Fitria

Enam poin Deklarasi
Perempuan Pengawas Pilkada
2020 se-Jawa Timur lantang
dibacakan satu-satunya Srikandi
Pengawasan di Bawaslu Blitar
ini. Yakni, “Kami perempuan
pengawas pemilihan serentak
2020 se-Jawa Timur, dengan ini
menyatakan bahwa akan
senantiasa:

1. Menegakkan kode etik dan
pedomam perilaku
penyelenggara pemilihan,
dengan bekerja professional,
independen, dan berintegritas;
2. Mendorong
pengarusutamaan gender dan

keterwakilan perempuan




melalui penguatan budaya
kerjapengawasan sertainisiatif
kebijakan lembaga yang
responsive gender;

3. Menolak segala bentuk
intimidasi dan kekerasan yang
mencederai semangat
penyelenggaraan pemilihan
yang berkuvalitas dan
bermartabat;

4. Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam
pengawasan pemilihan,
khususnya perempuan,
penyandang disabilitas dan
kelompokrentan lainnya;

5. Menjunjung tinggi supremasi
hukum dalam
penyelenggaraan pemilihan
yang berkeadilan;

6. Mewujudkan
penyelenggaraan pemilihan
yang aman, damai, lancar,
bersih, dansehat.

Tak hanya semangat dalam

mengikuti deklarasi, sesaat

sebelum mendengarkan amanat
inspektur apel, para peserta pun
meneriakkan yel-yel. “Siapa
kita?! Srikandi Pengawas
Pemilihan!” demikian bersahut-
sahutan.

Pasca Apel, Koordinato Divisi

Organisasi dan Sumber daya
Manusia, Nur Ida Fitria
mengungkapkan bahwa 49
persen pengawas di Blitar adalah
perempuan. Dari 2.278
pengawas seluruh Blitar, 1.087
terdiri dari perempuan. Dari

Kabupaten

“sampai Pengawas TPS ada
keterwakilan perempuan,”
terangnya.

Ida menilai, perempuan memiliki
kemampuan mengawasi
pilkada.

“Perempuan sekarang tidak
hanya berada di urusan
domestik. Perempuan mampu
mengawasi. Semua lapisan
Panwascam, PKD sampai
Pengawas TPS, perempuan
berperan penting di Blitar,”
PungkasIda




AKksi Saling Lapor antarkubu
di Pilkada Ponorogo

Kontestasi pilkada di Ponorogo
diwarnai sejumlah peristiwa saling
lapor antar Pasangan Calon
(Paslon). Keberadaan dua (2)
Paslon yang bertarung pada
pilkada 2020 menjadi rematch dari
Pilkada 2014 antara Ipong
Muchlissoni melawan Sugiri
Sancoko.

Pada tahun 2014 Ipong
Muchlisoni berpasangan dengan
Soedjarno melawan 3 pasangan
calon. Yakni Sugiri Sancoko dan

Sukirno, Amin danAgusWidodo,

serta Misranto dengan Isnen
Supriyono. Sementara pilkada
2020, petahana Ipong Muchlissoni-
Bambang Tri Wahono melawan
SugiriSancoko-Lisdyarita.
Rivalitas 2 pasangan calon di
Pilkada Ponorogo 2020 sudah
terlihat sejak pendaftaran. Dua
pasangan calon mengerahkan
pendukung sebanyaknya-
banyaknya melibatkan partai
pendukung dan relawan. Walau di
atas kertas, Ipong Muchlissoni

didukung 36 kursidilegislatif dari6

Parpol dan Sugiri Sancoko hanya
didukung 4 parpol dengan g kursi
di legislatif, tetapi di lapangan
pertarungantampak seimbang.

Hangatnya suhu politik
tersebut berlanjut hingga
terjadinya saling lapor antar
pendukung. Laporan dimulai saat
Incumbent hendak meluncurkan
program pinjaman SMI senilai 200
Miliyar. Program diduga
menguntungkan petahana dalam
kampanye.

Bawaslu lalu melakukan kajian,



klarifikasi dan pembahasan di
Sentra Gakkumdu. Laporan ini
diputuskan tidak memenuhi unsur
pelanggaran. Pelapor lalu
melanjutkan ke Pra Pradilan.
Pengadilan Negeri Ponorogo
memutuskan bahwa tidak ada
pelanggaraan saat Bawaslu
Ponorogo selama menangani
dugaan pelanggarantersebut.

Ketika memasuki debat antar
pasangan calon, pernyataan dari
Incumbent Ipong Muchlishoni
mengenai dihapusnya program
Adipura berujung laporan ke
Bawaslu Ponorogo. Pelapor
menganggap ada pembohongan
publik. Hasil kajian Bawaslu laporan
tersebut dihentikan karena tidak
memenuhiunsurpelanggaran.

Kembali berlanjut saat ada
dugaan atas penggunaan rumah
aspirasi dari Anggota DPR RI yang
dijadikan posko pemenangan
Paslon Nomor Urut 2 yang disoal
oleh pendukungPaslon1atas

tuduhan penyalahgunaan

fasilitas negara. Setelah
dilakukan kajian dan klarifikasi
dengan olah tempat kejadian
perkara bersama Tim Sentra
Gakkumdu, laporan dinyatakan
tidak memenuhiunsur.

Pada saat kampanye,
semburat ujaran kebencian
menjadi bahan bagi pendukung
Ipong Muchlisoni untuk melapor
ke Bawaslu Ponorogo. Ujaran
yang dilakukan oleh Pendukung
Paslon Sugiriterjadi2 kalidengan
pelaku yang sama di tempat

berbeda. Denganbarangbukti

BAWASLU

berupa unggahan media sosial
kasus pidana ini berujung ke
Gakkumdu dan dilanjutkan ke
tahapan penyidikan sampai
persidangan dan putusan.
Pelaku yang juga politisi,
mantan anggota DPRD
Kabupaten Ponorogo serta
simpatisan dari Paslon Sugiri
Sancoko tersebut dijatuhi vonis 5
bulan kurungan penjara dan
denda 5 juta rupiah oleh
Pengadilan Tinggi Surabaya
setelah Jaksa banding atas

putusan awal hakim Pengadilan
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Negeri Ponorogo yang memutus
hukuman 5 bulan percobaan,
denda 5 juta rupiah, subsider 1
bulanpenjara.

Sementara dari kubu
pendukung Paslon Sugiri Sancoko
berdasar bukti foto beredar di
media sosial tentang keberadaan
sejumlah Kepala Desa (Kades) di
Jetis yang berkumpul dengan
kehadiran Ketua DPRD Ponorogo
dan berlatar belakang Alat Peraga
Kampanye di sebuah rumah di
Kecamatan Sawoo dijadikan
bahan aduan ke Bawaslu dengan
tuduhan netralitas Kades. Dari
pembahasan Bawaslu dan Sentra
Gakkumdu, hal tersebut sepakat
dilimpahkan ke Kepolisian dan
berakhirditahap penyidikan.

Model sosialisasi dari Paslon
Ipong Muchlissoni yang menyasar
jamaah sholat fardhu di berbagai
masjid juga menjadi bahan aduan
dari tim pendukung paslon Sugiri
Sancoko dengan tuduhan
kampanye ditempatibadah.

Semakin mendekati hari
pemilihan, intensitas lapor
melapor dari tim pendukung
paslon semakin banyak.
Khususnya dari kubu paslon
nomor urut 1 dengan mengincar
kumpulanrelawan dan simpatisan
yangdisinyalir di dalamnya disisipi
kampanye juga pembagian money
politik. Mereka sengaja
membentuk tim khusus bernama
Tim Alap-alap Sumber Nyowo
untuk memburu, membuntutidan

menangkap dari

tim pendukung paslon nomor dua
atas yang diduga melanggar
untuk kemudian membawa
barang bukti ke Kantor Bawaslu
untuk dilakukan proses
penanganan pelanggaran.

Ketika sosialisasi yang
dilakukan oleh tim relawan dan
simpatisan pendukung Ipong
Muchlisoni begitu masif dilakukan
di setiap lingkungan warga hal ini
menjadikan intensitas relawan
dari kubu pasangan nomor urut 1
juga semakin intens dalam
mengikuti dan mengawasi
kegiatan tersebut. Relawan
dengan nama Alap-alap Sumber
Nyowo setidaknya melaporkan 8
dugaanpelanggaran.

Tim pendukung paslon 1
melakukan aksi tangkap tangan
dengan menyita handphone,
mobil, senjata dan segala yang
berkenaan dengan tuduhan
pelanggaran untuk diserahkan ke
Bawaslu. Kegiatan yang rata rata
dilakukan saat petang hingga
malam hari ini menjadikan

Bawaslu Ponorogo bekerjaekstra

untuk melakukan proses

penanganan pelanggaran,
bahkan tim Gakkumdu
khususnya dari Pihak Kepolisian
mengajukan tambahan personil
dalam pendampingan proses dan
kajian penanganan pelanggaran.

Dari proses tangkap tangan
yang dilakukan oleh relawan ini
mereka menunggu sampai
terlapor diproses sampai selesai.
Tak jarang para perlapor sampai
diamankan dan diinapkan di
Kantor Bawaslu dalam rangka
menunggu antrian proses
penanganan pelanggaran.

Dari proses klarifikasi dan
kajian dugaan pelanggaran
money politik, terdapat 2 orang
yang terbukti menjadi pendukung
Paslon merupakan anggota
Kelompk Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS), atas
temuan tersebut Bawaslu
Ponorogo meneruskan ke pihak
KPU Ponorogo untuk dilakukan
tindakanlebih lanjut.



“Pilkada Pandemi’

itu Telah Usail

Tetap melanjutkan pilkada di tengah Pandemi
Covid-19 adalah sebuah dilema. Pro dan kontra
bermunculan. Mulai dari tokoh masyarakat,
organisasi sipil pegiat pemilu, hingga organisasi
massa. Rata-rata alasannya kurang lebih sama,
pilkada akan membuka potensi penularan virus.
Sementara kualitas dari proses maupun output dari
pilkada yang digelar di tengah pandemi,
dikhawatirkan juga akan menurun.

Hal ihwal penundaan tahapan Pilkada
Serentak 2020 ini terjadi melalui keputusan KPU
Nomor 179/PL.02-Kpt/o1/KPU/111/2020 tanggal 21
Maret 2020. Hal ini menyusul keputusan
pemerintah melalui Presiden Joko Widodo yang
secara resmi menetapkan wabah virus corona
Covid-19 sebagai bencana nasional. Penetapan ini
dilakukan lewat penerbitan Keputusan Presiden
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana
Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(Covid-19).

Pilkada lalu tetap dilanjutkan. Pemungutan

diselenggarakantanggal og Desember2020.

Presiden mengeluarkan Perpu nomor 2 Tahun 2020
sebagai landasan hukum. Sementara pada waktu
yang bersamaan, angka penambahan positif
COVID-19 diIndonesia terus bertambah tanpa tahu
kapan akan berakhirnya. Saat itu telah mencapai
4.176 orang, dengan tren yang masih terus
meningkat dari hari-harisebelumnya.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan pilkada,
KPU, Bawaslu dan DKPP taat pada aturan. Meski
sebesar apapun tantangannya, lkhtiar harus
diupayakan dengan menghitung dan menekan
faktor resiko yang mungkin dihadapi.

Selain partisipasi pemilih yang perlu
ditingkatkan, jaminan perlindungan kesehatan
perlu menjadi perhatian. Apakah tantangan ini
mudah? Nyatanya tidak. Sebab berbagai persoalan
dihadapi, mulai dari ketersediaan anggaran, teknis
dan cara pengadaan, hingga akurasidan ketepatan
antara perencanaan dan implementasi di lapangan
Belum lagi unsur-unsur lain di luar sisi
penyelenggara, semisal ketersediaan dasar hukum

yangrincidanrigrid, serta ketaatan



dan kepatuhan para pihak atas
perangkat hukum yang notabene
baru dan tidak terprediksi
sebelumnya tersebut. Semuanya
itu menjadi semacam bola salju
yang kemudian bisa berubah
menjadi “gunung es” kecemasan
bersama: bahwa lanjutan pilkada
serentak 2020 tidak akan mulus
danberhasil.

Menarik catatan yang
disampaikan oleh Koordinator
Divisi Hubungan Masyarakat
Bawaslu Jatim, Nur Elya Anggraini
yang narasinya dimuat di Jawa Pos
pada 25 Pebruari 2021. Pertama,
Tingkat partisipasi pemilih baik.
Rata-rata kehadiran pemilih di
TPS 76,09%. Kondisi ini
melampavui pilkada 5 tahun
sebelumnya yakni tahun 2015
sebesar 68,82%. Meski bagi
Bawaslu partisipasi tidak sekedar
menjumlah berapa pemilih yang
masuk bilik suara, tapi juga
berapa banyak masyarakat yang
berpartisipasi ikut mengawasi.
Hingga BulanJanuari2021,

Bawaslu mencatat ada 1.542
laporan. Paling banyak
pelanggaran netralitas ASN,
pelanggaran prokes, mutasi
jabatan oleh calon inkumben
(hingga berujung rekomendasi
pembatalan paslon), pelanggaran
kode etik penyelenggara pemilu,
dan pelanggaran pidana pilkada.

Kedua, Problem data pemilih.
Akurasi data pemilih nyaris selalu

menjadi masalah klasik pada

setiap pemilu/pemilihan, tak
terkecuali pada pilkada lanjutan
kali ini. Namun dibanding
bayangan keruwetan yang
sebelumnya dicemaskan karena
pemutakhiran dilaksanakan di
tengah kondisi wabah, proses ini
masih bisa berjalan tidak sampai
mengganggu tahapan. Meski
begitu, kasus baru dan tergolong
menarik terjadi di pilkada
pandemi ini, yakni kasus
kewarganegaraan ganda Orient
Patriot Riwu Kore, calon bupati
terpilih Kabupaten Sabu Raiuja.
Pada saat pencalonan, Bawaslu
sudah pernah mengeluarkan surat
rekomendasi untuk penelitian
ulang berkas. Dan ketika dugaan
kewarganegaraan ganda itu
terungkap, Bawaslu
merekomendasikan pelantikan
ditunda.

Ketiga, Kekerasan terhadap
penyelenggara pemilihan.
Tercatat setidaknya ada 33 kasus,
mayoritas korban adalah
perempuan. Keempat, Bawaslu
tegakkan pelanggaran protocol
kesehatan. Setidaknya 2.126
Kasus pelanggaran prokes
ditindak. Sebagai pengawas
pemilihan Bawaslu juga terus
menekankan kesadaran bersama
menjaga keselamatan rakyat. Ini
ejalan juga dengan rilir Satuan
Tugas (Satgas) penanganan covid-
19 yang mencatat tingkat
skepatuhan masyarakat

melaksanakan protocol kesehatan

selama pilkada serentak cukup
tinggi. 89-96% rata-rata tingkat
kepatuhan masyarakat. 95,96 %
kepatuhan memakai masker.
90,71 % kepatuhan menjaga jarak
dan menjauhi kerumunan. Dan
satu lagi, meski ini harus dicerna
secara kritis, tidak ada klaster
pilkada.

Kelima, penyelesaian
sengketa hasil di MK. Dari 270
daerah yang menggelar Pilkada,
132 perkara diajukan ke MK (terdiri
dari 122 Pilbup, 13 Pilwakot, dan 7
Pilgub). Dari perkara tersebut, 19
perkara (14%) yang
permohonannya dikabulkan MK.
Selebihnya 2 permohonan gugur,
6 permohonan ditarik kembali, 2
permohonan MK tidak berwenang
mengadili, 10 permohonan
ditolak, dan 97 permohonan tidak
dapatditerima.

Kini “Pilkada Pandemi” itu telah
berakhir. Nyatanya, tidak semua
kecemasan dan kekhawatiran
terbukti. Kelamahan di sana-sini
pasti ditemukan, dan menjadi
tugas semua pihak untuk
mengkaji sebagai bahan
perbaikan dalam
penyelenggaraan di masa depan.
Tetapi keberhasilan melewati
tantangan, menepis kecemasan,
dan kemampuan menekan faktor
resiko pada level serendah
mungkin, adalah prestasi kita
bersama. Bukan hanya
penyelenggara pemilihan, tapi

jugaseluruh BangsaIndonesia.



